
 

IV.  PENUTUP  

 

A. Simpulan  

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. Penegakan hukum terhadap anak yang melanggar Undang-Undang Lalu 

Lintas dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung melalui 

proses diversi sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu proses di 

luar peradilan pidana melalui perdamaian. Kekuatan hukum perdamaian yang 

dibuat antara para pihak dalam tindak pidana lalu lintas oleh anak di bawah 

umur berkaitan dengan kewenangan diskresi yang dimiliki oleh Kepolisian, 

sehingga polisi berwenang untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai 

tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara 

pidana yang ditanganinya, termasuk perkara pidana lalu lintas, selain itu 

sebagai perwujudan upaya diversi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang 

Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan untuk mencapai perdamaian 

antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, 

menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat 

untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. 

 

2. Faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap anak yang melanggar 

Undang-Undang Lalu Lintas adalah: Faktor Perundang-undangan (Substansi 

hukum), yaitu pengaturan mengenai kewenangan diskresi dalam Undang-
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Undang Kepolisian yang berpotensi disalahtafsirkan. Pasal 16  angka (2) 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002  tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia yang menyatakan anggota kepolisian memiliki wewenang 

mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab; Faktor 

penegak hukum, yaitu   secara kuantitas masih terbatasnya jumlah anggota 

Satlantas Polresta Bandar Lampung dalam menangani perkara lalu lintas di 

seluruh Kota Bandar Lampung dan secara kualitas masih kurangnya 

pengetahuan dan keterampilan penyidik Satlantas dalam menerapkan 

perdamaian dalam penyelesaian perkara pidana lalu lintas; Faktor masyarakat, 

yaitu ketidak lengkapan data dan informasi yang disampaikan oleh pelaku dan 

korban yang terlibat dalam perkara pidana lalu lintas, sehingga pelaku dan 

korban hanya memberikan data yang dianggap tidak berpotensi merugikan 

pihaknya; Faktor Kebudayaan, yaitu karakter personal pelaku dan korban serta 

kleluarganya yang tidak mendukung penyelesaian perkara di luar peradilan 

atau perdamaian.  

 

B.  Saran  

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum disarankan terus 

meningkatkan profesionalisme dan kapasitas sebagai pelaksana proses 

perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat dalam perkara pidana lalu lintas, 

dengan cara terus mengasah potensi yaitu mengikuti berbagai pelatihan untuk 

menyesuaikan diri pada perkembangan teknik perdamaian. Hal ini penting 

dilakukan dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuan perdamaian yaitu 
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mencari penyelesaian atas perselisihan atau konflik yang terjadi di dalam 

kehidupan masyarakat.  

2. Kepolisian dalam proses mediasi disarankan untuk secara proporsional 

menempatkan diri sebagai pihak yang netral, sehingga tidak menimbulkan 

kesan adanya pemihakan terhadap salah satu pihak. Hal ini penting dilakukan 

agar proses perdamaian yang terjadi antara kedua belah pihak benar-benar 

dilandasi oleh maksud yang baik dan keinginan yang tulus dari kedua belah 

pihak, serta tetap berlandaskan pada rasa keadilan bagi masyarakat.   

 


